BUPATI ACEH TAMIANG

QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR 16 TAHUN 2011

TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang :a. bahwa penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang disediakan
untuk pedagang merupakan salah satu jenis retnbusi yang dapat
dipungut sesuai dengan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf f Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah;

b bahwa Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Momor 17 Tahun 2009 tentang

Retribusi Pelayanan Pasar, perlu disesualkkan dan membentuknya
kembali berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;

¢ bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, perdu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Tamiang tentang
Retnbusi Pelayanan Pasar,

Mengingat - 1. Undang-Undang MNomor & Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029);

2. Undang-Undang MNomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Megara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan MNepotisme
(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 1999 MNomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3.  Undang-Undang Momor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten
Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya,
Kabupaten Magan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi
Manggroe Aceh Darussalam (Lembaran MNegara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4176);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan Daerah,
(Lembaran NMNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran MNegara Republk Indonesia Momor 4437),
sebagaimana telah diubah untuk keduakalinya dengan Undang-Undang
Momor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomeor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4544);

5. Undang-Undang Momor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemenntah Pusat dan Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomeor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2006 MNomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

DVAidil Oaramyragan 201 1 iratribusi



10.

11.

12

13.

14.

15.

16.

17.

18.

7.

Undang-Undang Momor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2008 Momor
93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

Undang-Undang Momor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Megara Tahun 2009 Momor 130 Tambahan
Lembaran Megara Nomor 5049);

Undang-Undang Momor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun
2011 Momor 82, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
Nomor 5234);

Peraturan Pemenntah Momor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 1983 Momor 36, Tambahan Lembaran Megara Republik
Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemenntah Momor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemenntah Momor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Megara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
MNomor 5145);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997 tentang
Kemitraan (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 1997 Momor 91,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 3718);

Peraturan Pemerintah MNomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemenntahan Daerah
{Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 4593);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Momor 112 Tahun 2007 tentang
Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan
Toko Modem;

Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomeor 17 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Menten Perdagangan MNomor @ 53/M-DAG/PERMZ/2008
tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjaan dan Toko Modern;,

Peraturan Menten Keuangan Nomor 11/PME.07/2010 tentang Tata Cara
Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 28);

Canun Aceh Momor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan
Canun (Lembaran Daerah Manggroe Aceh Darussalam Tahun 2007
Momor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam
MNomor 03);

Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Momor 15 Tahun 2010 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Aceh Tamiang Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Tamiang Momor 28);
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Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG

dan
BUPATI ACEH TAMIANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan @ QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG RETRIBUSI

PELAYANAN PASAR.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

10.

1.

12.

13.

14.

Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang;

Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjuinya disebut Pemenntah Kabupaten adalah
unsur penyelenggara pemernntahan daerah kabupaten yang terdin atas Bupati dan
Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang;

Pejabat adalah pegawai yang diben kewenangan oleh Kepala Daerah untuk tugas tertentu
di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dinas adalah Dinas Penindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang;

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan
komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik
daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan,
firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun,
bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya;

Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dan satu baik yang
disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar fradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat
perdagangan maupun sebutan lainnya.

Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemenintah, Pemerintah
Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk
kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang
dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi
dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan
melalui tawar menawar.

Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual
barang dan terdin dan hanya satu penjual.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah kegiatan
ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomeor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Jasa adalah kegiatan Pemenntah Kabupaten berupa usaha dan pelayanan yang
menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang
pribadi atau Badan.

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemenntah Kabupaten untuk
tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinkmati oleh orang prnbadi atau
Badan.

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retnibusi, adalah pungutan Daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pembenan izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau
diberikan oleh Pemenntah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Wajib Retnbusi adalah orang atau pnbadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-
undangan retrnibusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pungutan
atau pemotong Retnbusi penzinan tertentu;
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15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dan penghimpunan data objek dan
subjek retribusi, penentuan besamya retnbusi yang terutang sampai kegiatan penagihan
retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

16. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti
pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir
atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang
ditunjuk oleh Bupati ;

17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat
keputusan yang menentukan besamya jumilah retnbusi yang terutang ;

18. Surat ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLEB adalah
surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran refribusi karena jumlah
kredit retribusi lebih besar dan pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya
terutang;

19. Surat Tagihan Refribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk
melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;

20. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan, yang digjukan Wajib Retnbusi;

21. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang disingkat NPWRD, adalah nomor yang
diberikan kepada Wajb Retnbusi sebagal sarana dalam administrasi pelayanan retribusi
daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal din atau identitas Wajb Retribusi

dalam melaksanakan hak dan kewajiban retribusinya.

22 Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan,
danfatau bukt yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu
standar pemerksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retnbusi dan/atau
untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
retribusi daerah.

23. Pemyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan
oleh Penyidik Pegawai Negen Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana Retribusi yang
terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB Il
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retnbusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas pemanfaatan pasar.
Pasal 3
(1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana,

berupa pelataran, los, kios, tempat pelelangan dan fasilitas lainnya yang dikelola
Pemerintah Kabupaten dan khusus disediakan untuk pedagang.

(2) Dikecualikan dan Objek Pelayanan Pasar adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola
oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retnbusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan pelayanan fasilitas
pasar tradisional/sederhana yang dikelola oleh Pemenntah Kabupaten.

BAE Il
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Pasar digolongkan sebagai retribusi jJasa umum.
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BAB IV
CARA MENGUKUR: TINGKAT PENGGUNAAN JASA,
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, waktu dan frekuensi pelayanan.
Pasal 7

(1) Prnsip dan sasaran dalam penetapan tanf Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan dengan
memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat,
aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan pasar.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan,
biaya bunga, dan biaya modal.

BAB V
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

(1) Struktur tanf digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang digunakan terdin dan pelataran,
los, kios, luas, tempat pelelangan dan jangka waktu pemakaian.

(2) Besamya tanf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai benkut
a. wilayah Kota kualasimpang :
1. meja, kios dan los :
a) meja beton pasar ikan Rp. 2.500,-/meja/han;
b) los tempat penempatanftong/fiber ikan Rp.2.500 -/meja’han;
c) kios ayam potong permanen Rp. 1.100.000,-/kios/tahun;
d) kios ayam potong non permanen Rp. 750.000,-kios/tahun ;
e) meja batu daging lembu Rp.6.500,-/meja/han ;
f) meja batu daging kambing Rp.4 500,-/meja/hari ;
g) meja batu ayam Rp.3.000,-/meja'han;
h) meja papan ayam Rp.1.500 -/meja/hari.

2. kios PKL :
kios PKL dengan ukuran 2 x 3m Rp.500.000/tahun.

3. kios Pasar Jaya :
kios Pasar Jaya lantai 2 (dua) per-unit Rp. 1.200.000/tahun.

4. los Pasar Pajak Pagi lantai | Rp.720.000/tahun.
5. retnbusi harian pasar Rp.2.000/han.
6. pelataran pasar Rp. 3.000,-/hari

b. wilayah kecamatan :
1. los pasardi kecamatan Rp.300.000/lapak/tahun .

2. kios pasar di Kecamatan Rp.1.200.000/tahun.

3. meja, kios dan los :

a) meja batu pasar ikan : Rp. 2.000/meja/han;
b) los tempat penempatan tong/fiber ikan - Rp. 2.000/meja/han;
c) kios ayam potong permanen : Rp. 750.000/kios/tahun;
d) kios ayam potong non permanen : Rp. 375.000/kios/tahun;
e) meja batu daging lembu : Rp. 5.000/ meja’han;
f) meja batu daging kambing : Rp. 3.500/meja’han;
g) meja batu ayam : Rp. 2.000f meja/hari;
h) meja papan ayam : Rp. 1. 500/ meja‘har;

4. retribusi harian pasar Rp.1.500/hari.

5. kios PKL dengan ukuran 6 x 4 m : Rp.1.500.000/tahun.
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